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BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 November
2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Scbagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 430 1); _
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Necgara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana teclah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Necgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 15);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
45/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Petunjuk
Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah
Serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana
Opersional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2016 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 05);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 06);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 07);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 12);
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Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 02);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2012 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05
Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 05};
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 berjumlah Rp. 2.795.564.325.069,79 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.709.852.619.808,43
2. Belanja Daerah Rp. 2.795.564.325.069,79
Defisit Rp. (85.711.705.261,36)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 95.211.705.261,36
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 9.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto Rp. 85.711.705.261,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 210.858.539.425,43
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.898.269.837.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah

yang sah sejumlah Rp. 600.724.243.383,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 87.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.828.575.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan

daerah yang Dipisahkan sejumlahRp. 7.000.459.078,43

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah sejumlah Rp. 107.029.505.347,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 41.234.899.000,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

sejumlah Rp. 1.394.517.870.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

sejumlah Rp. 436.560.155.000,00

d. Dana Insentif Dareah (DID)

sejumlah Rp. 25.956.913.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 155.123.274.254,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 132.171.085.129,00

c. Dana Penyesuaian dan otonomi

Khusus sejumlah Rp. 313.429.884.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.743.449.486.741,79
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.052.114.838.328,00



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.142.560.051.811,79
b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 124.369.400.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,00
e. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 9.682.857.500,00
f. Belanja bantuan keuangan

sejumlah Rp. 464.337.177.430,00
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 125.716.458.700,00
b. Belanja Barang dan Jasa

Sejumlah Rp. 594.358.606.310,80

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 332.039.773.317,20
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 05.211.705.261,36
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 9.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran

Sebelumnya sejumlah Rp. 95.211.705.261,36
b. Peneriman Pinjaman Daerah
sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 7.500.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang
sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan,;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan,;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan UrusanPemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;



7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,;

9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya,

11. Lampiran XI Daftar  kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 31 Desember 2019

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROYINSI LAMPUNG : 10/978/LTG/2019.



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR
TENTANG

: 14 TAHUN 2019

APBD TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
1 2 3

1 PENDAPATAN 2.709.852.619.808,43
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 210.858.539.425,43
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 87.000.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.828.575.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.000.459.078,43
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 107029505347,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.898.269.837.000,00
1.2,1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.234.899.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.394.517.870.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 436.560.155.000,00
1.2.4 Dana Insentif Daerah (DID) 25.956.913.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 600.724.243.383,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 155.123.274.254,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 132.171.085.129,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 313.429.884.000,00
2 BELANJA 2.795.564.325.069,79
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.743.449.486.741,79
2.1.1 Belanja Pegawai 1.142.560.051.811,79
2.1.4 Belanja Hibah 124.369.400.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 9.682.857.500,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 464.337.177.430,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.052.114.838.328,00
2.2.1 Belanja Pegawai 125.716.458.700,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 594.358.606.310,80
2.2.3 Belanja Modal 332.039.773.317,20

SURPLUS / (DEFISIT) (85.711.705.261,36)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 95.211.705.261,36
3alud Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

85.711.705.261,36

0,00

RINGKASAN APBD

Halaman 1
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